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ABSTRAK

Penyimpangan tingkah laku yang dilakukan anak,nddtanyataannya disebabkan
oleh beberapa faktor yang sama sekali tidak ditkaramleh seorang anak, misalnya
diakibatkan dari dampak negatif pembangunan, keanmajueknologi dan ilmu
penegetahuan, arus kemajuan globalisasi inforneagy yak terbendung, yang semua hal
ini berdampak langsung kepada kehidupan seoranl. dfeaktor lingkungan tempat
tinggal yang tidak sesuai dengan kehidupan angh, lperpengaruh terhadap pertumbuhan
mental seorang anak. Seorang anak yang berhadapgardlingkungan seperti itu sangat
rentan terpengaruh untuk melakukan kejahaffmjuan dari pembinaan yang dilakukan
oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah agar narapitidaa mengulangi lagi
perbuatannya dan bisa menemukan kembali kepercajisialya serta dapat diterima
menjadi bagian dari anggota masyarakat, begitu jieggan narapidana anak yang masih
memiliki masa depan yang panjang dan sebagai pengta-cita bangsa. Perlulah
pembinaan yang khusus bagi narapidana anak di lgariPamasyarakatan anak sehingga
anak sebagai generasi penerus dapat terjamin lkalydavalaupun sebagai narapidana.
Pola-pola pembinaan narapidana anak yang diteragkdndonesia masih disamakan
dengan narapidana dewasa begitu juga dengan Lenfmgasyarakatan Anak Tanjung
Pati Sumatera Barat, sehingga susahnya mengembalilek ke masyarakat setelah bebas
dari Lembaga Pemasyarakatan. Dari hal tersebwsdiperlulah suatu pengkajian khusus
tentang pola-pola pembinaan yang bagaimana yanmgpafektif diterapkan bagi
narapidana anak dalam upaya Resosialisasi Narapidask. Maka dari itu permasalahan
yang diangkat dalam tesis ini adalah (Bagaimanakah bentuk-bentuk Pola
pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakateak Kelas 11.B
Tanjung Pati dalam memenuhi upaya resosialisasiapidana anak(2)
Bagaimanakah Penerapan Bentuk-bentuk Pola pembiNaampidana Anak di
Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas I.B Tanjung Bakaitan dengan upaya
resosialisasi narapidana anak (3) Bagaimanakahub@&valuasi yang dilakukan
oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas 11.B TanRatgterhadap Efektif atau
tidaknya upaya Resosialisasi yang di terapkan mgb@la pembinaan Narapidana
Anak Dari rumusan masalah tersebut digunakan metodelii@n yuridis sosiologi
(Socio Legal Reserch) yang menggunakan data primer dan data sekundar da
pengumpulan datanya menggunakan metode purposimplisg dan dianalisis dengan
menggunakan analisis kualitaBentuk-bentuk Pola Pembinaan Narapidana Anak di



Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas I.B Tanjungdd&m Memenuhi Upaya
Resosialisasi yang terbagi atas 3 (tiga) ruangklipgpembinaan yaitu :Program
pembinaan kepribadian dan program pembinaan kem@amdilalu upaya
pemasyarakataBahwa dalam penerapan bentuk-bentuk pola pembieaaadap
narapidana anak sesuai ruang lingkup pembinaandidga pemasyarakatan anak
Tanjung Pati masih terdapat kekurangan dan beksnas dengan tujuan yang
ingin dicapai yaitu upaya resosialisasi narapidansk. terdapat hambatan-
hambatan yang menghalangi pembinaan antara laig&®ettu sendiri, Kesadaran
dari warga binaan pemasyarakatan itu sendiri, Heaan masyarakat terhadap
anak pidana. Lembaga Pemasyarakatan Anak TanjummgtBlah melaksanakan
evaluasi demi terwujudnya upaya resosialisasi m@@agp, dan telah dilakukan
berbagai macam upaya penanggulangan baik yanguld#dak langsung oleh
petugas lembaga pemastarakatan anak Tanjung Patiupum kantor wilayah
kementerian hukum dan HAM. Upaya penanggulanganditakukan melalui
kerjasama dengan instansi dinas pendidikan, Kemantigama, balai latihan
tenaga kerja, Kementrian sosial dan lain-lain.



BAB |
PENDAHUL UAN

A. Latar Belakang.

Sejarah hukum pidana menunjukan permasalahan ©Engang terjadi
dalam penanggulangan kejahatan, yaitu dalam ramgkakukan pembinaan bagi
pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Pelaku &sjalrseringkali dihadapkan
kepada berbagai pilihan, salah satu diantarangh isdentaati hukuman.Ketaatan
kepada hukum dengan tidak melakukan kejahatan detajah selesai menjalani
hukuman merupakan indikator adanya perubahan skapprilaku. Pembinaan
pelanggar hukumtreatment of offenders), baik itu pelanggaran hukum yang
dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak didalgara hukum seperti
indonesia, tidak saja merupakan tanggung jawalakgduatau masyarakat semata,
tetapi juga merupakan tanggungjawab negara.

Pemberantasan tindak pidana yang muncul dalam ke&id masyarakat
dibutuhkan suatu produk hukum yang dapat menegakkadilan dan dapat
menjadi sarana pengayoman masyarakat. Hukum pidasebagai
saranaPemberantasan tindak pidana adalah bagiakedaturuhan hukum yang
berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasaaturan-aturan untuk
menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukérang dengan disertai
ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentubbagngsiapa melanggar

larangan tersebut. Hukum Pidana juga dapat menemtképan dan dalam hal-hal



apa kepada mereka yang telah melanggar larangamgkm itu dapat dikenakan
atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diakeaman menentukan dengan
cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dildtesagabila ada orang yang
disangka telah melanggar larangan tersébut.

Hak-hak narapidana sebagai warga negara Indonesiag yhilang
kemerdekaannya karena melakukan tindak pidanaslaaraiberlakukan sesuai
dengan hak asasi manusia.Sering dijumpai dalam agalPemasyarakatan
bahwa hak-hak narapidana khususnya narapidana l@lakn diberikan sesuai
dengan hak mereka sebagai warga negara.Hal ineliib&an oleh beberapa
faktor, diantaranya kurang dipahaminya peraturangaeai hak-hak narapidana
yang tertuang dalam Undang-undang oleh petugas agaBemasyarakatan atau
bahkan oleh narapidanasendiri.

Sebagai negara hukum hak-hak narapidana haruslutign oleh hukum dan
penegak hukum khususnya para staf di Lembaga Pama&syan, sehingga
merupakan sesuatu yang perlu bagi negara hukurk orenghargai hak-hak asasi
narapidana sebagai warga masyarakat yang harundiawalaupun telah
melanggar hukum.Disamping itu narapidana perluatidaydari perlakuan tidak
adil, misalnya mendapatkan fasilitas yang wajar tdak adanya kesempatan
untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga négara.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayaiD 1945, Pemerintah

membentuk Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentamga®grakatan yang

1Moeljatno, 1993, asas-asas hukum pidana, Rineka Cipta Bandung, hal 21.
*Arswendo Atmowiloto, 1996, Hak-Hak Narapidana, Elsam, Jakarta, hal. 31.



mendasari tugas dan fungsi dari lembaga ini.Lemhagaasyarakatan adalah
salah satu pranata hukum yang tidak dapat dipisaliledam kerangka besar
bangunan hukum di Indonesia, khususnya dalam kkaandiukum
Pidana.Sumbangan yang diberikan salah satunya dahrpembinaan terhadap
narapidana selama menjalani masa-masa hukumannyenjatia.Bahkan
pembinaan serta pengawasan ini diberikan pula peadapidana bebas untuk
periode-periode waktu tertentu.

Tujuan dari pembinaan yang dilakukan oleh Lembagad3yarakatan adalah
agar narapidana tidak mengulangi lagi perbuatadayabisa menemukan kembali
kepercayaan dirinya serta dapat diterima menjadgiaba dari anggota
masyarakat.Selain itu pembinaan juga dilakukanatiap pribadi dari narapidana
itu sendiri. Tujuannya agar narapidana mampu mailgdminya sendiri dan
Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sissgmidpnaan dalam tata cara
peradilan pidana, yang dikenal sebagai bagianrasegari tata peradilan terpadu
(Integrated Criminal Justice System).®> Dengan demikian, pemasyarakatan baik
ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan gktugas pemasyarakatan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satgkaian proses penegakan
hukum.

Dalam Undang-Undang ,Pasal 1 ayat 2 menegaskaratiahw

“ Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan nargam dan batasserta
cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan beéd@aBancasila yang

3Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas
Diponegoro,

4Undang—Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat 2.



dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yargagian masyarakat
untuk meningkatkan kualitas Warga BinaanPemasytmakagar menyadari
keasalahan, memperbaiki diri, dan tidakmengulamglak pidana sehingga
dapat diterima kembali olehlingkungan masyarakatpatl aktif berperan
dalam pembangunan, dandapat hidup secara wajagasetarga negara yang
baik danbertanggung jawab “.

Sistem pemasyarakatan di Indonesia sebenarnyahaoatgganti dari sistem
kepenjaraan yang merupakan warisan kolonial. lsplemasyarakatan ini pertama
kali dicetuskan oleh Sahardjo dalam pidato pengaraign gelar Doktor Honoris
Causa dalam ilmu hukum oleh Universitas Indonedstasha Negara Jakarta pada
tanggal 5 Juli 1963 dengan judul Pohon Beringing@dgoman Hukum, dimana
selain mengemukakan konsepsi tentang hukum nasigprgd mengemukakan
tentang tujuan pidana penjara yaitu disamping meuikan rasa derita pada
terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bdegprdana bertujuan untuk
membimbing terpidana agar bertobat, memberikanididas supaya ia menjadi
seorang anggota masyarakat sosialis yang bergemaab kata lain tujuan pidana
penjara adalah pemasyarakatan.

Apabila dihubungkan dengan narapidana anak ak&aiteen dengan masalah
perlindungan anak yang bermasalah dengan hukumidaky pernah berhenti
dibicarakan sebagaimana yang dikemukakan MuladBdada Nawawi Arif

“Masalah dan usaha terhadap perlindungan anak lmhaé dibicarakan baik

di Indonesia maupun di dunia internasional. Penmndaza masalah ini tidak
akan pernah berhenti, karena di samping masalaretsal juga karena dunia

°R.Achmad S. Soemadi Praja dan Romli Atmasasmita, 1992,Sistem Pemasyarakatan di
Indonesia,Bandung : Percetakan Ekonomi, hal 13.

®Muladi dan Barda Nawawi arif, 1992, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung,
hal.106.



selalu di isi oleh anak-anak, sepanjang dunia tmkrkah sepi dari anak-anak,
selama itu pula masalah anak-anak selalu di biearak

Merupakan tugas kita untuk mencari upaya-upayandasangka memberikan
perlindungan bagi anak dalam segala bidang.Pergmlu anak merupakan suatu
bidang dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nakikarena melindungi
anak berarti mellindungi manusia dan membangun siarsgeutuhnya.

Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-undang Republikriegia Nomor 4 Tahun
1976 tentang kesejahteraan anak mengatakan bahwa :

“Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungak bamasa di dalam

kandungan maupun sesudah dilahirkan.Anak berhak p&lindungan-

perlindungan lingkungan hidup yang dapat membalayaktau dapat

menghambat pertumbuhan dan perkembangannya seajaré. w

Kedua ayat ini dengan jelas menyatakan dan mendopmerilu adanya
perlindungan hak-hak anak dalam rangka mengusalasmahteraan anak.

Perlindungan anak di dalam suatu masyarakat dagshamerupakan tolak
ukur peradapan masyarakat bangsa tertentu, makawajib mengusahakan
perlindungan anak sesuai dengan kemampuan demintkegen nusa dan
bangsa.Kegiatan perlindungan anak merupakan suatiaken hukum yang
membawa akibat hukum oleh karena itu perlu adamyainan hukum bagi
kegiatan perlindungan anak tersebut.Kepastian hukeniu diusahakan demi
kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mehncpgayelewengan yang

membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalpelaksanaan kegiatan

perlindungan anak.

" Arif Gosita, 1993, Masalah korban kejahatan, Akademia Presindo, Jakarta,
hal. 222.



Di dalam Undang-undang No 4 Tahun 1976 tentang jileteraan Anak
dinyatakan®

“Di samping anak-anak yang kesejahteraannya telpesecara wajar,

didalam masyarakat terdapat pula anak yang mengdlambatan rohani,

jasmani dan sosial ekonomi yang merupakan pelaysezara khusus, yaitu :

1. Anak yang tidak mampu;

2. Anak-anak terlantar;

3. Anak-anak yang mengalami masalah kelakuan;

4. Anak-anak yang cacat rohani dan jasmani;”

Dengan demikian perlindungan terhadap anak ditnjykga terhadap anak
yang mengalami masalah kelakuan (pelangaran-petamgssia muda), karena
anak melakukan kejahatanbukan karena ia memiliiat gahat, tetapi karena
keadaan anak tersebut tidak stabil karena keadaendatang dari anak itu sendiri
maupun yang bersal dari luar yaitu lingkungan yaweggelilinginya’

Satu dari karakteristik kejahatan sebagai fenomswsial, adalah bahwa
kejahatan tersebut bukanlah merupakan bentuk pria&nyimpan yang hannya
dilakukan oleh manusia dewasa.Tetapi sebaliknyak-anak juga memiliki
potensi untuk melakukanya.Terlebih lagi ditengaigéh perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi dewasa ini. Dengan stkap sifat anak yang
senangtiasa meniru apa dan segala sesuatuyangldrardiamatinya, baik yang
diperoleh dari penagamatan sosial anak terhadgguimgan sekitarnya maupun
apasaja yang disajikan oleh media elektronik dadianeetak, sementara si anak

belum mempunyai kwalitas kemampuan yang memadaikuatau didalam

menilai baik dan buruk dari apa yang diamatinyasdbut. Maka anak akan

8Penjelasan undang-undang Nomor 4 tahun 1976 Tentang Kesejahteraan Anak.
°Arif Gosita, Op.Cit, hal. 271.



cenderung mempraktekkan di dalam pergaulan hidumegerti : berkelahi,
merokok, meminum minuman kerds.

Sebagai gambaran bahwa setiap tahunnya terdaphatdab 4.000 perkara
pelanggaran hukum yang dilakukan anak-anak di bawsh 16 tahun. Dari
seluruh anak yang ditangkap sekitar separuhnyakdinj ke pengadilan dan 83
persen dari mereka kemudian dipenjarakan. Hinghgant2002, terdapat 3,722
“anak didik” di LAPAS Anak (Kementrian Kehakimanrd&AM, Agustus 2002).
Statistik kriminal BPS memperlihatkan adanya penarujumlah narapidana anak
dari tahun 1995 s/d 1997 secara berturut-turutgeetdaerikut 5.234 anak, 4.479
anak dan 4.079 anak. Kasus terbanyak anak-anakbgrhgdapan dengan hukum
adalah pencurian (60 persen) dan perkelahian ét8ep):'Sebagian besar dari
narapidana anak dijatuhi hukuman kurang dari 1rtafiidak ada narapidana anak
yang dihukum seumur hidup dan sebagian hakim Iebémilih memberikan
putusan hukuman penjara dari pada hukuman kurupgagganti denda.Anak
yang berkonflik dengan hukum meliputi juga Anak aalyaitu anak yang
melakukan tindak pidana atau anak yang melakukaouptgan yang dinyatakan

terlarang bagi anak. Hingga tahun 2002, jumlah Anakal yang dikategorikan

Arswendo Atmowiloto, Op.Cit, hal, 23.

Yfocalpointgender.kejaksaan.go.id/.../Hak%20Anak%20-
%20materi%20modul.doc,Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, (Focal
Point Gender Kejaksaan Agung dan Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia),
diakses tanggal 29 Desember 2010, hal.23.



sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosialapaensekitar 193.155
orang*?

Dalam hal anak yang sudah terlanjur melakukan spatbuatan pidana atau
melakukan suatu kejahatan yang merupakan tindanopidu, maka ada suatu hal
yang mendasar yang patut dipertanyakan adalah sk dersebut kadang
diperlakukan sama dengan manusia dewasa yang rkatakejahatan, baik dalam
prosedur peradilan maupun metode pelaksanaan hutemmasuk dalam hal
penerapan pola-pola pembinaan narapidana di LembRgmasyarakatan
Anak®Apa jadinya kalau sekian banyak anak menurut dembaga
pemasyarakatan anak kemudian tidak berhasil mekemapola-pola pembinaan
narapidana yang tepat kepada setiap narapidana yarak ada di Indonesia.
Sehingga perlu perhatian kusus terhadap pembinasspidana anak tersebut
karena berdasarkan survei penduduk sensus tahuB, 200lah penduduk
indonesia sebesar 213.375.287 jiwa. dari jumlasetart 81.762.113 jiwa adalah
anak usia 0-18'

Penempatan Narapidana anak yang harus dipisahkanadapidana dewasa,
hal ini telah diatur didalam Pasal 60 Undang-undbiog 3 Tahun 1997. Anak
yang ditempatkan dilembaga pemasyarakatan anak albenmemperoleh:

pendidikan dan latihan baik formal maupun inforrsekuai dengan bakat dan

12Departemen Sosial, 2002.www.bappenas.go.id/get-file-server/node/330/diakses tanggal
28 desember 2010, jam 10.00 wib

13Susilowati, 2003, Ima.Pengertian Konvensi Hak Anak.UNICEF untuk Indonesia. Jakarta: PT.
Enka Parahiyangan, Hal,32.

“Komite Hak-Hak Anak, 2000,Laporan Negara Pihak Sesuai Pasal 44 Konvensi, Laporan
Periodik Ketiga Dan Keempat Negara Pihak Tahun Indonesia.




kemampuannya, serta memperoleh hak-haklainnya. &8s pidana yang belum
selesai menjalani masa pidananya di Lembaga pena&ksyan anak dan telah
berumur 18 (delapan belas) tahun akan tetapi béleimsia 21 (dua puluh satu)
tahun dipindahkan dari pemasyarakatan anak ke lgampamasyarakatan. Akan
tetapi ditempatkan secara terpisah dengan narapiglamg telah berumur 21 (dua
puluh satu) tahun atau lebih.

Indonesia, sudah memiliki sederet aturan untukndahgi, mensejahterakan
dan memenuhi hak-hak anak. Misalnya saja jauh sebRlatifikasi Konvensi Hak
Anak (KHA) tahun 1990 Indonesia telah mengesahkawlddg-undang No. 4
Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Seharusnglahsdapat menjadi
rujukan dalam pengambilan kebijakan terhadap pmhriigan anak, namun,
kondisi anak-anak di Indonesia masih saja mengaterbagai masalah. Sampai
akhirnya Indonesia meratifikasi Konvensi Internaiib Mengenai Hak Anak
(Convention on the Raight of the Child), Konvensi yang diratifikasi melalui
Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 ternyata behampu mengangkat
keterpurukan situasi anak-anak Indonesia. Kemudiatelah Ratifikasi KHA
Indonesia mengesahkan undang-undang Nomor 3 Ta®@in tentang Peradilan
Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 terf®@nindungan Anak®

Penyimpangan tingkah laku yang dilakukan anak, ndalenyataannya
disebabkan oleh beberapa faktor yang sama se#tak tiharapkan oleh seorang

anak, misalnya diakibatkan dari dampak negatif pemghnan, kemajuan

> parwan Prinst, 2003, Hukum Anak Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,hal.57.
16focalpointgender.kejaksaan.go.id, Op.Cit, hal.7



teknologi dan ilmu penegetahuan, arus kemajuanag&asi informasi yang tak

terbendung, yang semua hal ini berdampak langsepgda kehidupan seorang
anak.Faktor lingkungan tempat tinggal yang tideduaedengan kehidupan anak,
juga berpengaruh terhadap pertumbuhan mental sparaak.Seorang anak yang
berhadapan dengan lingkungan seperti itu sangatmreterpengaruh untuk

melakukan kejahatan.

Pembinaan yang diterapkan bagi seorang narapidsaia tearuslah berbeda
dengan pola-pola pembinaan yang diterapkan bagpitana dewasa. Narapidana
anak yang masih mempunyai masa depan yang panjiagdihgkan orang
dewasa. Oleh karena itu penghukuman terhadap asadf gisamakan dengan
manusia dewasa, dapat dikatakan sebagai suatu upeystikan masa depan
anak sebagai penerus bangsa. Ditambah lagi asumlmsyanakat yang terlalu
berlebihan terhadap seorang narapidana anak irsyarakat berasumsi negatif
bahwa penjahat tanpa terkecuali anak-anak adalabk smanusia yang harus
dikucilkan dari lingkungan, walaupun mereka telatenmalani pembinaan
sedemikian rupa selama menjalani hukuman di LemPagaasyarakatan Anak.
Mantan narapidana yang telah menjalani hukumanngali diperlakukan
diskriminatif dan sebagai akibatnya dikucilkan datak dipercaya sehingga sulit
memperoleh pekerjaan sehingga akan memilih untulkkukan kejahatan lagi,

karena itu satu-satunya pekerjaan baginya.

17Irma Cahyaningtyas, 2009, Pelaksanaan Pembinaan Anak Nakal Di Lembaga
Pemasyarakatan Anak Dalam Perspektif Model Pembinaan Anak Perorangan (Individual
Treatment Model), Tesis Program pasca Sarjana universitas Diponegoro, Semarang, 2009,



Bertitik tolak dari gambaran tadi, maka peran, sugan wewenang serta
tanggung jawab lembaga pemasyarakatan sebagai mefakukan pembinaan
narapidana anak dalam rangka rehabilitasi sertasigsasi narapidana anak
seharusnya memuat dua unsfir :

1. Harus adanya unsur perubahan sikap, mental, dakyanak kearah
yang lebih baik, dari pembianaan yang diterapkesetait dan;

2. Harus adanya unsur perubahan pandangan negatibrakayternadap
eks narapidana anak, sehingga masyarakat secaraalnatapat
menerima eks narapidana anak dalam lingkungan plarga.

Oleh karena itu program pembinaan di Lembaga pesnakgtan, seharusnya
dilakukan dengan berorientasi kepada individu (pidema anak) dan sosial
(masyarakat).

Bagi anak yang terpaksa memasuki gerbang sisteadian pidana, ia harus
mendapat perlakuan khusus mulai dari tahap awalpaamkhir dari sistem
peradilan pidana. Hal ini sesuai dengan sifat darcid khusus yang terdapat
pada diri anak, sebagaimana juga yang disebutkalaldm konsideran Undang-
undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 tent@aggadilan anak yang
menyatakan ; bahwa anak adalah bagian dari genenada sebagai salah satu
sumberdaya manusia yang merupakan potensi danusewéa-cita dan sifat

khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dakamgka menjamin

®1pid, hal 34.



pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental daralsescara utuh, serasi dan
seimbang?

Bagi narapidana anak haruslah diterapkan sebuah gerhbinaan khusus
anak dan tidak boleh disamakan dengan orang deéwabkatian dan
perkembangan prilaku anak dalam pembinaannya selsagaang narapidana
sangat berbeda dengan orang dewasa, perlu perhati@dap pemikiran dan
pengembangan pola pembinaan narapidana anak @Dkl ini kesadaran
masyarakat harus ditingkatkan tentang besarnyanpdem tanggung jawab
lembaga pemasyarakatan anak sebagai lembaga pelgksmbinaan narapidana
anak. Akan tetapi pada kenyataanya di indonesisbpe@n narapidana anak di
Lembaga Pemasyarakatan masih disamakan dengandampmewasa. Hal ini
juga di ungkapkan Marjono Reksodiptftalalam sebuah seminar di Universitas
Indonesia :

“Meskipun konsep pemasyarakatan terpidana kitarsbdeumur lebih dari 30

tahun, namun belum jelas apakah dalam konsepsiepdgrgngan dan

perincian tersebut sudah ada pula pemikirannya yaambedakan secara
konseptual pembinaan orang dewasa dengan anakntkia @rang dewasa
pria dari orang dewasa wanita”.

Apabila tidak ada penerapan pola pembinaan khuagsrararapidana anak
maka akan berakibat tidak efektifnya pembinaan y#bgrikan tersebut, sehingga

ada kemungkinan besar narapidana mengulangi laguggnnya.Terkait dengan

hal itu Menurut R.M. Jackson Pidana penjara merapakrmasuk jenis pidana

9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997, Tentang Pengadilan Anak.

20 Marjono Reksodipuro, 1995, Masa Depan Lembaga Pemasyarakatan Anak dan Lembaga
pemasyarakatan Wanita, Makalah Pada Seminar Terpidana Ill, Universitas Indonesia — Masumoto
Foundation Japan, hal.1



yang relatif kurang efektf'Berdasarkan hasil studi perbandingan efektifitas
pidana, dikemukakan olehnya, bahwa angka perbaadingta-rata pengulangan
atau penghukuman kembalie¢onviction rate) bagi orang yang pertama Kkali
melakukankejahatan berbanding terbalik dengan peslaku. Rekonviction rate
tertinggi, terlihat pada anak-anak yaitu mencag@a¥buntuk mereka yang pernah
dipidana, angka tertinggi terlihat pada mereka ybegimur 21 tahun kebawah,
yaitu mencapai 70 %. Lebih ditegaskan lagi olelksiae, bahwaeconviction rate
tersebut lebih tinggi lagi setelah setelah orangtuli pidana penjara dari pada
pidana bukan penjara.

Gambaran tentang hal diatas bukan berarti mengpkgkasebuah kenyataan
bahwa kegagalan penerapan pola pembinaan yang rapkétn di lembaga
pemasyarakatan anak dan sebagai tempat menjalanmian bagi narapidana
anak. Karena banyaknya faktor yang ikut menentuli@rhasil tidaknya pola
pembinaan yang diterapkan di lembaga pemasyarakat@k. Lembaga
pemasyarakatan anak sebagai lembaga pendidik ddadm pembangunan yang
mengemban fungsi yang spesifik dan sangat perlajperan atas berbagai pola
pembinaan yang di terapkan.Di lembaga pemasyaraleatak yang sangat perlu
diperhatikan adalah bahwa anak-anak nakal yang nalibdi lembaga
pemasyarakatan anak adalah juga merupakan bagrarardegk indonesia yang

memiliki potensi dan memikul tanggung jawab masgadaya. Maka narapidana

» RM. Jackson dalam Barda Nawawi Arief, 1994, Kebijakan Legislatif dalam

penanggulangan kejahatan dengan Pidana Penjara, C.V Ananta, hal.9



anakpun perlu mendapat kesempatan yang seluasduasntuk tumbuh
berkembang secra wajar, secara rohani, jasmaniumagsiaf

Disamping itu keberhasilan pembinaan narapidan& &o&kanlah semata-
mata hanya tanggung jawab dari lembaga pemasyamakatak semata, tapi
merupakan tugas bersama dari sistem peradilan aiddnlad?® dalam bukunya
Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana bahwa:

“ Sebagai suatu sistem, peradilan pidana memppsrangkat struktur atau

sub sistem yang seharusnya bekerja secara koherethnatif integral agar

dapat mencapai efesiensi dan efektifitas yang metsiBerbagai subsistem
ini berupa kepolisian, kejaksaan, pengadilan derbégya korelasi.Mengingat
perannya yang semakin besar maka para penasehamhdkpat pula
dikategorikan sebagai subsistem.lnilah yang dinamaktruktur hukum

(Legal Struktur).”

Oleh sebab itu mengenai masalah pembinaan anadnlatksemata tanggung
lembaga pemasyarakatan anak, karena disini lembagasyarakatn anak hanya
merupakan salah satu unsur dari sistem peradildangj Walaupun dalam
penerapan pembinaan narapidana langsung hanyatdepatpu kepada lembaga
pemasyarakatan.

Kenyataan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh dealasa ini mengalami
peningkatanan yang sangat tinggi. Kenaikan tendassingkatan ini, disamping
banyaknya anak-anak yang terpaksa mengalami sukshitupan yang jauh dari
dugaanya dan tidak patut ia alami sebagai seonaak &lal ini juga merupakan

dampak buruk dari kemajuan pembangunan yang medragkin keterpurukan

ekonomi dan pergaulan bagi anak, atau sulitnya-anak mendapatkan akses

22Mardjaman, 1995, Dimensi Objektif Lembaga Pemasyarakatan Anak Indonesia, Makalah
Pada Seminar Nasional Terpidana Ill, Universitas Indonesia, Masumoto Foundation Japan, hal 1.
“Muladi,Op.Cit, hal. 119



terhadap haknya, ditambah lagi dengan lemahnyaj&ia¢au performa lembaga

pemasyarakatan anak dalam melakukan pembinaand#grhaarapidana anak.

Sehingga tidak sedikit dari anak-anak yang melakddagahatan adalah anak-anak
yang telah dilakukan pembinaan oleh lembaga pemasatan anak, dengan kata
lain bahwa tidak sedikit dari peningkatan kejahataing dilakukan oleh anak ialah

dilakukan oleh anak-anak yang telah pernah dijatulkuman dan menjalani

hukuman dilembaga pemasyarakatan anak.

Pada Lembaga pemasyarakatan anak Tanjung Patp&rdekitar 33 orang
narapidana anak, dan ditambah 30 orang titipanpidama wanita. Kalau dilihat
kapasitas lembaga pemasyarakatan anak klas II-Buffi@rPati, adalah sebuah
lembaga pemasyarakatan anak dengan kapasitas &0@ warapidana. Sehingga
dari kapasitas tidak merupakan suatu kendala dpkmbinaan narapidana anak
disini. Penempatan narapidana wanita walaupurafitipi mungkin akan menjadi
penghambat pembinaan yang terintegrasi. Pembinaamg yditerapkanpun
berkemungkinan besar di samakan, antara narapatetadan narapidana dewasa
wanita tersebut.

Berdasarkan Pemikiran diatas, bertitik tolak pafgktdnya pola pembinaan
narapidana anak yang diterapkan di lembaga penastan anak berpengaruh
kepada sulitnya anak beresosialisali kembali kearasat. Dan kekhawatiran
bahwa anak karena sebab itu terpaksa mengulanghdtenya sehingga tidak
dapat lagi melanjutkan masa depannya yang lebik. bdaka penulis tertarik
untuk melakukan penelitian terhadap efektifitasapeémbinaan narapidana anak

di lembaga pemasyarakatan anak dalam rangka resasismarapidana anak.



B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang permasalahatasl maka dapat
dirumuskan beberapa permasalahan antara lain :

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk Pola pembinaan Naragpidarak di
Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas I1l.B Tanjung HMEatam
memenuhi upaya resosialisasi narapidana anak?

2. Bagaimanakah Penerapan Bentuk-bentuk Pola pembiNagpidana
Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas I1.B jiengn Pati
Berkaitan dengan upaya resosialisasi narapidariana

3. Bagaimanakah bentuk evaluasi yang dilakukan olelmbaga
Pemasyarakatan Anak Kelas 1I.B Tannjung Pati texpddfektif atau
tidaknya upaya Resosialisasi yang di terapkan ongtalla pembinaan

Narapidana Anak?

C. Tujuan Pendlitian
Berdasarkan Kepada permasalahan yang telah diramusdiatas,
maka tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk Pola pembinaan Naaap Anak di
Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas I[I.B Tanjung Hatam

memenuhi upaya resosialisasi narapidana anak.



2. Untuk Mengetahui Penerapan Bentuk-bentuk Pola peamabi
Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak sKél&
Tannjung Pati berkaitan dengan upaya resosialisaapidana anak.

3. Untuk Mengetahui bentuk evaluasi yang dilakukanholeembaga
Pemasyarakatan Anak Kelas II.B Tannjung Pati texpdefektif atau
tidaknya upaya Resosialisasi yang di terapkan migbala pembinaan

Narapidana Anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis Hasil dari penelitian ini diharapldapat menjadi bahan
pertimbangan atau panduan dalam rangka pengemb&ogaep-konsep
dan teori-teori dalam rangka melakukan intervensiayanan sosial
terhadap anak yang berkonflik dengan hukum bagapdana anak di
Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II-B Tanjung Ratiapuluh Kota
Sumatera Barat.

2. Secara Praktek sangat bermanfaat dan membantwsdragia pihak, baik
itu para narapidana anak yang dilakukan pembinaanlechbaga
pemasyarakatan anak Tannjung Pati dan masyaraki pmumnya
supaya dapat menerima para narapidana anak yaalj teénjalani
pembinaan di lemabaga pemasyarakatan anak tanjtngd-ima puluh

KotaSumatera Barat.



A. Kesmpulan

BAB IV

PENUTUP

1. Bentuk-bentuk Pola Pembinaan Narapidana Anak di Haga

Pemasyarakatan Anak Kelas II.B Tannjung Pati dd¥&menuhi Upaya

Resosialisasi yang terbagi atas 3 (tiga) ruangklipgpembinaan yaitu

:Program pembinaan kepribadian dan program pembikaamandirian,

lalu upaya pemasyarakatan.

a.

Program Pembinaan Kepribadian Yang meliputi kesadar
beragama, berbangsa dan bernegara, kemampuankturaéle
kesadaran hukum, mengintegrasikan diri dengan masyta
Pembinaan kepribadian di lembaga pemasyarakatdntaragi
atas 3 bagian yakni :1.Pendidikan Keagamaan (diish
rohaniawan baik Islam, Kristen, Hindu dan Budhap@ndidikan
Umum 3. Pembinaan kepramukaan yang bertujuan meaokben
watak dan jiwa yang sportif serta bertanggung jadalam diri
anak pidana sehingga nantinya setelah mereka kelaar
lembaga pemasyarakatan anak dapat diterima kenttiali
masyarakat.

Program Pembinaan Kemandirian Kegiatannya terdas al.
Diklat kerja/keterampilan. 2. Diklat kerja tersebumeliputi :

Bimbingan Konseling, Pelatihan Melukis, dan laimla



b. Upaya Pemasyarakatan, Upaya pemasyarakatan malksudny
adalah pembinaan narapidana guna dipersiapkam tlegonbali
ketengah-tengah masyarakat.

2. Bahwa dalam penerapan bentuk-bentuk pola pembin@ahadap
narapidana anak sesuai ruang lingkup pembinaan einbdga
pemasyarakatan anak Tannjung Pati masih terdagatdaegan dan belum
sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu upagsosialisasi
narapidana. Anak pidana disana belum mendapatkarbipaan yang
optimal, dimana masih kurangnya tenaga pengajambP@&an yang
diberikan kepada mereka berupa pembinaan kepriadiag terdiri dari
pembinaan agama dan budi pekerti, pembinaan rekfelahraga dan
hiburan), pembinaan kesadaran hukum atau disipflembinaan
mengintegrasikan diri dengan masyarakat, pembimaizat dan bakat.
Selain itu pembinaan kemandirian terdiri dari katepilan seperti
mengolah tempurung, membuat sulaman, pertanian pakebunan.
Dalam pembinaan ketermapilan ini tidak ada tenagag@ar maupun
instruktur yang dapat mengajar mereka. Pembinaarakédirian ini juga
meliputi sekolah Paket A dan B.

Dalam pembinaan anak pidana di lembaga pemasyareagk Tannjung
Pati terdapat hambatan-hambatan yang menghalamgbipaan antara
lain Petugas itu sendiri, Kesadaran dari wargadrir@emasyarakatan itu

sendiri, Penerimaan masyarakat terhadap anak pidana



3. Untuk menanggulangi  hambatan-hambatan  tersebut &ganb
Pemasyarakatan Anak Tannjung Pati telah melaksanakaluasi demi
terwujudnya upaya resosialisasi narapidana, dah w@ilakukan berbagai
macam upaya penanggulangan baik yang dilakukasuaggoleh petugas
lembaga pemastarakatan anak Tannjung Pati maupotorkavilayah
kementerian hukum dan HAM. Upaya penanggulanganditakukan
melalui kerjasama dengan instansi dinas pendidiKementrian agama,
balai latihan tenaga kerja, Kementrian sosial daim-lain sehingga
pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan klansikspidana dapat
dilaksanakan dengan baik. Selain itu upaya yarakalilan oleh petugas
Lembaga Pemasyarakatan adalah melakukan pendekepaola warga
binaan untuk tidak mengulangi lagi kesalahannyaldgrada masyarakat
untuk menerima kembali mantan warga binaan di tengatengah
kehidupan masyarakat dengan kedepan melibatkan L&vhbaga
swadaya masyarakat) dan lembaga perlindungan anak.

B. Saran-saran

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk menyediakamaadan fasilitas
yang dibutuhkan oleh anak pidana di Lembaga Permasyt@an anak
Tannjung Pati terutama untuk pendidikan formal &aterampilan, agar
dapat mendatangkan guru atau tenaga pengajar yapaj thengajarkan
mereka pendidikan formal seperti biasa yang seferagan latar belakang
pendidikan dan keahliannya. Melakukan seminar- amidan

penyuluhan yang bermanfaat bagi perkembangan dariikio mereka.



2. Agar pelaksanaan pembinaan terhadap anak pidar bagalan sesuai
dengan yang diharapkan maka petugas diberi kesampantuk
menambah ilmunya melalui pelatihan atau penatasauy yliadakan oleh
kementerinan hukum dan HAM. Mengangkat petugasugast seperti :
dokter, psikiater, sosiolog, krimonolog dan limonl lainnya yang
dibutuhkan dalam pembinaan.

3. Agar kendala dalam pelaksanaan pembinaan terhaddppadana dapat
teratasi maka pihak Lembaga Pemasyarakatan anakjuhgn Pati
diharapkan untuk lebih meningkatkan kerjasama dengssatansi
pemerintah maupun swasta sehingga dapat membepkaguluhan
kepada anak pidana terutama pelaksanaan asim#éasindegrasi bagi
anak pidana yang sudah memenuhi syarat.

4. Agar dipertimbangkan lagi menegenai letak Lembagand3yarakatan
Anak Tanjung Pati Sumatera Barat yang sangat jarh gemukiman
masyarakat. Yang membuat anak seolah-olah diasindge@ masyarakat,

hal ini sangat bertolak belakang dari upaya resa& narapidana anak.
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